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ABSTRAK
Implementasi Komunitas Belajar Dalam Sekolah di DKI Jakarta
(Perbandingan Studi Kasus Komunitas Belajar di SMKS Kharismawita 2
dan SMKS Al Falah)
Tito Erland Setyadi, Ratri Istania, R. Luki Karunia
erlandisme@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Implementasi kebijakan komunitas belajar di SMK swasta DKI Jakarta
menghadapi tantangan. Data Survei Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
tahun 2023 menunjukkan SMK adalah jenjang dengan tantangan terbesar di DKI
Jakarta dengan 35,7% sekolah belum memiliki komunitas belajar dan 35,3% guru
tidak terlibat aktif. Penelitian ini bertujuan menelaah faktor penyebab
permasalahan implementasi kebijakan komunitas belajar di SMK swasta DKI
Jakarta dan merumuskan strategi mengatasinya. Penelitian memakai metode
kualitatif dengan pendekatan perbandingan studi kasus pada SMKS Kharismawita
2 yang berkategori tidak efektif atau belum menerapkan Kombel sesuai panduan
dan SMKS Al Falah yang berkategori sudah efektif atau sudah melaksanakan
Kombel sesuai panduan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam terhadap delapan informan lintas tingkat dari Kemendikbudristek,
BPMP DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan dua sekolah lokus,
dilengkapi observasi langsung dan telaah dokumen. Analisis memakai kerangka
Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam variabel implementasi. Hasil
menunjukkan permasalahan implementasi disebabkan kombinasi tiga lapis faktor.
Lapis pertama berupa produksi kegagalan sistemik dari variabel standar tujuan
kebijakan dan komunikasi antarorganisasi. Lapis kedua berupa penguatan defisit
sistemik dari variabel sumber daya dan kondisi sosial-ekonomi-politik. Lapis ketiga
berupa interaksi karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor yang
berfungsi sebagai mediator yang menentukan kompensasi lokal terhadap
kegagalan lapis pertama dan kedua. Faktor pembeda utama bukan kondisi
struktural lapis pertama dan kedua, melainkan kapasitas kepemimpinan kepala
sekolah dengan mekanisme akuntabilitas internal di lapis ketiga. Penelitian
merekomendasikan model strategi implementasi yang disusun untuk empat tingkat
aktor: Kementerian dan unit pelaksana teknis, Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta, sekolah, dan yayasan penyelenggara.

Kata kunci: Komunitas belajar; Professional Learning Community; SMK swasta;
Van Meter dan Van Horn; Implementasi kebijakan
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ABSTRACT
Implementation Of Learning Communities In Schools in DKI Jakarta
(A Comparative Case Study of Learning Communities at SMKS
Kharismawita 2 and SMKS Al Falah)
Tito Erland Setyadi, Ratri Istania, R. Luki Karunia
erlandisme@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

The implementation of the learning community policy in private vocational
high schools (SMK) in DKI Jakarta faces serious challenges. The 2023 survey from
the Center for Educational Standards and Policy reveals SMK as the level with the
greatest challenge in DKI Jakarta, with 35.7% of schools yet to establish learning
communities and 35.3% of teachers not actively participating. This study aims to
examine the factors causing implementation problems of the school-based
learning community policy in private vocational high schools (SMK) in DKI Jakarta
and to formulate strategies to address them. The study employed a qualitative
method using a comparative case study approach, focusing on SMKS
Kharismawita 2—which was categorized as ineffective or had not yet implemented
Kombel in accordance with the guidelines—and SMKS Al Falah—which was
categorized as effective or had already implemented Kombel in accordance with
the guidelines. Data collection involved in-depth interviews with eight informants
across levels from the Ministry, BPMP DKI Jakarta, the Provincial Education Office,
and the two case schools, supplemented by direct observation and document
review. The analysis applies Van Meter and Van Horn's (1975) framework with six
implementation variables. The findings show that implementation problems result
from three layers of factors. The first layer concerns systemic failure production
from policy standards and inter-organizational communication. The second layer
concerns systemic deficit reinforcement from resources and socio-economic-
political conditions. The third layer concerns the interaction of implementing
agency characteristics and implementor disposition that functions as a mediator
determining local compensation for failures in the first and second layers. The main
distinguishing factor is not the structural conditions of the first and second layers,
but the principal's leadership capacity with internal accountability mechanisms at
the third layer. The study recommends an implementation strategy model designed
for four levels of actors: the Ministry and its technical units, the Provincial Education
Office, schools, and educational foundations.

Keywords: Learning community; Professional Learning Community; Private
vocational schools; Van Meter and Van Horn; Policy implementation
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Kurikulum Merdeka adalah kebijakan pendidikan nasional yang diresmikan
oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
pada 11 Februari 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang
memadai bagi peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran dan
memperkuat kompetensi. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada
guru untuk memilih alat ajar yang tersedia, sehingga pembelajaran dapat
disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik (Kemendikbudristek,
2022a). Sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, Kurikulum Merdeka dilaksanakan
sebagai kurikulum yang bersifat pilihan, artinya tidak diwajibkan untuk diterapkan
oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini disebut Implementasi
Kurikulum Merdeka (IKM). IKM memberikan otonomi kepada sekolah untuk
menentukan apakah mereka akan mengadopsi Kurikulum Merdeka atau memakai
Kurikulum 2013.

IKM didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, sekolah memiliki hak
dan tanggung jawab mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan konteks
sekolahnya. Pertimbangan ini mengakui keberagaman geografis, sosial-ekonomi,
dan kesiapan SDM serta infrastruktur. Kedua, kebebasan memilih kurikulum
dimaksudkan agar perubahan kurikulum nasional berlangsung bertahap dan tidak
menimbulkan gejolak dalam sistem pendidikan yang sudah berjalan.

Untuk mengakomodasi berbagai tingkat kesiapan satuan pendidikan
dalam mengadopsi kurikulum baru, Kurikulum Merdeka dirancang dengan sistem
implementasi yang berjenjang dan fleksibel. Terdapat tiga mode pelaksanaan
yang disediakan, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi.
Ketiga opsi ini dirancang untuk dipilih sesuai dengan tingkat kesiapan masing-
masing satuan pendidikan, baik dari aspek pemahaman konsep, ketersediaan
sumber daya, maupun kapasitas kelembagaan.

Mandiri Belajar adalah mode paling fleksibel dan memberikan kelonggaran

paling besar bagi satuan pendidikan yang baru mulai mengenal Kurikulum



Merdeka. Dalam mode ini, satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk
menerapkan beberapa aspek dan prinsip dari Kurikulum Merdeka tanpa harus
mengubah kurikulum yang sedang diterapkan secara keseluruhan. Pendekatan ini
memungkinkan sekolah untuk melakukan adaptasi secara gradual, menguiji coba
elemen-elemen tertentu dari Kurikulum Merdeka sambil tetap mempertahankan
struktur kurikulum yang sudah familiar bagi guru dan peserta didik.

Mandiri Berubah merupakan mode yang memberikan tingkat komitmen
yang lebih tinggi dalam adopsi Kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan diberikan
kebebasan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka secara lebih komprehensif
dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disediakan oleh
Kemendikbudristek. Mode ini cocok untuk sekolah yang telah memiliki
pemahaman memadai tentang konsep Kurikulum Merdeka dan siap untuk
melakukan transformasi pembelajaran, namun masih memerlukan panduan dan
dukungan berupa perangkat pembelajaran yang sudah terstandarisasi.

Mandiri Berbagi merupakan level tertinggi dalam adopsi Kurikulum
Merdeka yang memberikan kelonggaran maksimal bagi satuan pendidikan. Dalam
mode ini, sekolah tidak hanya menerapkan Kurikulum Merdeka secara penuh,
tetapi juga memiliki otonomi untuk merancang secara mandiri berbagai ragam
perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik
mereka. Lebih dari itu, satuan pendidikan yang berada pada level Mandiri Berbagi
diharapkan dapat menjadi rujukan atau mentor bagi sekolah-sekolah lain yang
masih berada pada tahap implementasi yang lebih awal, sehingga tercipta
ekosistem pembelajaran kolaboratif antarsatuan pendidikan.

Kurikulum Merdeka memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya
dari Kurikulum 2013. Pertama, Kurikulum Merdeka lebih sederhana namun tetap
mendalam. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial dan pengembangan
kompetensi sesuai fase perkembangan siswa, sehingga tidak membebani siswa
dengan materi berlebih.Proses belajar dirancang lebih mendalam, bermakna, dan
tidak terburu-buru. Pendekatan yang mengutamakan kedalaman pemahaman ini
diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum Merdeka juga memberi
kebebasan kepada peserta didik, guru, dan sekolah untuk berperan lebih aktif
dalam proses pembelajaran sesuai potensi masing-masing (Kemendikbudristek,
2022b).



Kedua, Kurikulum Merdeka meningkatkan otonomi pembelajaran bagi
setiap pemangku kepentingan. Guru memiliki otoritas lebih besar untuk
menyesuaikan metode dan materi sesuai tahapan perkembangan tiap siswa.
Fleksibilitas ini memungkinkan guru lebih responsif terhadap kebutuhan belajar
yang beragam. [Bagi sekolah, otonomi ini berbentuk kewenangan
mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik dan profil siswa. .Sekolah dapat
mengintegrasikan kearifan lokal dan fokus pembelajaran sesuai konteks
komunitasnya (Kemendikbudristek, 2022b).

Ketiga, Kurikulum Merdeka lebih relevan dengan kehidupan nyata dan
interaktif. Pembelajaran berbasis proyek memberi siswa peluang mengeksplorasi
isu terkini yang relevan dengan kehidupan mereka. Pembelajaran berbasis proyek
ini mendukung pemahaman konseptual sekaligus pengembangan karakter siswa
(Kemendikbudristek, 2022b).

Untuk mendukung IKM, Kemendikbudristek telah merancang kerangka
dukungan dalam Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen
Pendidikan (BSKAP) Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022. Enam strategi ditetapkan,
yaitu Platform Merdeka Mengajar, komunitas belajar, webinar, Narasumber
Berbagi Praktik Baik, Mitra Pembangunan, dan pusat layanan bantuan
(Kemendikbudristek, 2022c). Keenam strategi itu menyediakan akses sumber
belajar digital, ruang kolaborasi dan berbagi praktik antarguru, serta layanan
bantuan teknis bagi satuan pendidikan.

Strategi pertama adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM). Platform ini
berfungsi sebagai ekosistem pembelajaran digital yang dirancang khusus untuk
guru dan kepala sekolah dalam mempelajari berbagai aspek terkait Kurikulum
Merdeka. PMM menjalankan peran ganda sebagai sumber belajar sekaligus
sumber informasi yang komprehensif untuk membantu pemangku kepentingan
pendidikan memahami secara mendalam bagaimana mengimplementasikan
Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan mereka. Keunggulan utama dari platform
ini terletak pada fleksibilitasnya, di mana berbagai topik pelatihan dapat diakses
kapan saja dan dari mana saja, memberikan keleluasaan bagi guru dan kepala
sekolah untuk belajar sesuai dengan ketersediaan waktu dan lokasi mereka
(Kemendikbudristek, 2022c).



Strategi kedua adalah pembentukan komunitas belajar, yang merupakan
satu-satunya strategi yang wajib diimplementasikan oleh satuan pendidikan,
dalam bentuk komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar ini dapat
dikembangkan dalam tiga bentuk yang saling melengkapi: komunitas belajar
dalam sekolah, komunitas belajar antarsekolah, dan komunitas belajar melalui
PMM. Untuk komunitas belajar antarsekolah, satuan pendidikan memiliki
fleksibilitas untuk membentuk kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang telah
memiliki pengalaman dalam implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri,
atau bergabung dengan sekolah-sekolah yang mengikuti program prioritas lainnya
seperti Program Sekolah Penggerak (PSP) atau SMK Pusat Keunggulan (SMK
PK). Selain itu, guru dan kepala sekolah juga dapat memanfaatkan struktur
komunitas belajar yang telah ada sebelumnya, seperti Kelompok Kerja Guru
(KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
(Kemendikbudristek, 2022c).

Strategi ketiga adalah penyelenggaraan webinar sebagai sarana
pembelajaran dan diseminasi informasi terkait Kurikulum Merdeka. Webinar
menjadi salah satu metode efektif untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih
mendalam tentang berbagai aspek Kurikulum Merdeka. Informasi mengenai
jadwal dan topik webinar dapat diakses melalui berbagai saluran komunikasi resmi
Kemendikbudristek, termasuk media sosial, Platform Merdeka Mengajar, dan
kanal komunikasi lainnya yang dimiliki oleh kementerian (Kemendikbudristek,
2022c).

Strategi keempat melibatkan peran Narasumber Berbagi Praktik Baik
(NSBPB) dalam ekosistem implementasi Kurikulum Merdeka. NSBPB adalah
narasumber yang telah direkomendasikan secara resmi oleh pusat dan dapat
dihubungi melalui PMM untuk memberikan inspirasi dan berbagi pengalaman
praktis dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Para NSBPB ini berasal dari
kalangan praktisi pendidikan yang telah menunjukkan keunggulan dalam
penerapan Kurikulum Merdeka, mencakup guru, tutor, atau pendidik yang telah
menerapkan praktik terbaik dalam implementasi Kurikulum Merdeka beserta
prinsip-prinsipnya. Selain dari kalangan guru, NSBPB juga berasal dari kepala

sekolah atau pimpinan satuan pendidikan yang telah mendemonstrasikan praktik



terbaik dalam kepemimpinan implementasi Kurikulum Merdeka dan prinsip-
prinsipnya (Kemendikbudristek, 2022c).

Strategi kelima adalah kolaborasi dengan Mitra Pembangunan, yang
merupakan strategi inklusif untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam
mendukung pelaksanaan kebijakan dan program Kemendikbudristek, termasuk
dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Mitra Pembangunan dapat berasal dari
berbagai entitas seperti lembaga, organisasi, sektor bisnis, dan industri yang
memiliki sumber daya pendanaan mandiri serta memiliki keinginan dan komitmen
untuk memberikan kontribusi di bidang pendidikan. Kontribusi yang diberikan oleh
Mitra Pembangunan dapat diamati dalam tiga aspek utama, yaitu mendorong
perubahan dalam kebijakan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
implementasi  Kurikulum Merdeka, dan berkontribusi pada peningkatan
kesejahteraan ekosistem pendidikan. Dampak dari kontribusi ini tidak hanya
dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga memberikan manfaat konkret di tingkat
regional dan lokal (Kemendikbudristek, 2022c).

Strategi keenam adalah penyediaan pusat layanan bantuan atau help desk
yang berfungsi sebagai sarana pengaduan dan konsultasi. Layanan ini
menggunakan platform WhatsApp dan terkonsentrasi pada satu nomor ponsel
melalui aplikasi Helpdesk yang dirancang khusus. Pusat layanan bantuan ini
dikembangkan secara khusus untuk mendukung program-program prioritas
Kemendikbudristek. Layanan ini pertama kali beroperasi pada bulan Juni 2021
dengan fokus awal pada Program Sekolah Penggerak (Kemendikbudristek,
2022c).



Keenam program dukungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Narasumber Praktik Baik
Platform Merdeka Mengajar Komunitas Rekomendasi dari Pusat
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Gambar 1.1 Enam Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka
(Kemendikbudristek, 2023a)

Lima dari enam strategi tersebut bersifat opsional bagi satuan pendidikan,
yaitu Platform Merdeka Mengajar, Webinar, Narasumber Berbagi Praktik Baik,
Mitra Pembangunan, dan Pusat Layanan Bantuan. Strategi keenam, yaitu
Komunitas Belajar dalam sekolah, bersifat wajib bagi seluruh satuan pendidikan
dalam bentuk komunitas belajar dalam sekolah. Pengaturan ini menempatkan
komunitas belajar sebagai satu-satunya komponen wajib dalam paket dukungan
IKM, sehingga implementasinya menjadi penanda penting bagi kepatuhan satuan
pendidikan terhadap kebijakan.

Sifat wajib ini membawa konsekuensi pada penilaian keberhasilan
kebijakan. Pada strategi opsional, ketidakikutan satuan pendidikan tidak dianggap
sebagai kegagalan kebijakan. Pada strategi wajib, ketidakikutan adalah indikator
langsung kegagalan implementasi. Persentase satuan pendidikan yang tidak
memiliki komunitas belajar, oleh karena itu, dapat dibaca sebagai ukuran

kepatuhan implementasi dan menjadi indikator kinerja kebijakan.



Di tengah perjalanan kebijakan, komunitas belajar dalam sekolah
mengalami perubahan tujuan. Kebijakan komunitas belajar dalam sekolah
mengalami transformasi dari yang sebelumnya bertujuan untuk mendukung
implementasi Kurikulum Merdeka, berubah menjadi sarana guru berkolaborasi
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perubahan orientasi ini
mencerminkan upaya untuk memperluas manfaat komunitas belajar tidak hanya
terbatas pada konteks implementasi kurikulum tertentu, melainkan sebagai
mekanisme berkelanjutan untuk peningkatan mutu pembelajaran.

Dasar regulasi dari perubahan kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4263/B/HK/04.01/2023 tentang
Optimalisasi Komunitas Belajar. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa
setiap satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk memiliki komunitas belajar
dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran siswa. Penekanan pada
pembelajaran siswa sebagai pusat dari aktivitas komunitas belajar ini
menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semula fokus pada
implementasi kebijakan kurikulum menjadi pendekatan yang lebih berorientasi
pada dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar (Ferayanti, et al.,, 2023)
menetapkan indikator operasional efektivitas komunitas belajar dalam empat
aspek. Aspek pertama adalah keberadaan komunitas belajar yang dibentuk
melalui surat keputusan kepala sekolah dengan kepengurusan formal. Aspek
kedua adalah pengelompokan berbasis mata pelajaran, fase, atau kelas yang
memungkinkan diskusi pedagogis terfokus. Aspek ketiga adalah keberadaan tim
penggerak yang bertugas merancang agenda, memfasilitasi diskusi, dan
mendokumentasikan hasil pertemuan. Aspek keempat adalah rutinitas pertemuan
minimal satu kali dalam seminggu dengan agenda berbasis siklus belajar
bersama.

Fungsi utama komunitas belajar dalam sekolah adalah menjadi sarana
bagi guru untuk belajar bersama dengan rekan guru lainnya dan berkolaborasi
secara rutin. Aktivitas dalam komunitas belajar dalam sekolah dirancang untuk
memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam upaya peningkatan kualitas

pembelajaran, dengan harapan bahwa peningkatan ini akan berdampak positif



pada hasil belajar siswa. Agar keberadaan komunitas belajar dapat berjalan
dengan maksimal dan memberikan manfaat optimal, diperlukan adanya kolaborasi
dan komitmen bersama antara guru di dalam komunitas belajar (Ferayanti et al.,
2023).

Sebagai sarana guru belajar bersama, komunitas belajar dalam sekolah
mengadopsi konsep Professional Learning Community (PLC) yang dikembangkan
oleh DuFour (2004). DuFour mendefinisikan PLC sebagai kelompok pembelajaran
profesional yang menekankan tiga ide pilar, yaitu fokus pada pembelajaran siswa,
membangun budaya kolaborasi antarguru, dan berorientasi pada hasil belajar.
Ketiga pilar ini menjadi dasar teoretis yang mendasari desain dan implementasi
komunitas belajar dalam sekolah.

Penerapan konsep PLC pada komunitas belajar dapat membawa implikasi
positif bagi pengembangan profesionalisme guru. Dengan menggunakan konsep
PLC, guru akan belajar bersama dalam ekosistem kolaboratif sehingga tidak lagi
bekerja secara terisolasi dan mulai menyadari bahwa pendidikan merupakan
tanggung jawab kolektif, bukan semata-mata tanggung jawab individual.
Keberadaan komunitas belajar memiliki fungsi strategis untuk meminimalisir
ketimpangan kompetensi antarguru, sehingga siswa dapat memperoleh
pengalaman belajar dengan kualitas yang setara, terlepas dari siapa guru yang
mengajarnya. Dalam konteks komunitas belajar, semua guru memiliki kesempatan
yang sama untuk belajar dari guru lainnya, dan hasil pembelajaran dalam
komunitas dapat diterapkan di kelas masing-masing. Dengan mekanisme ini, guru
dapat memfasilitasi pembelajaran berkualitas sekaligus meningkatkan hasil
belajar siswa (Ferayanti, et al., 2023)

Kemendikbudristek menyusun Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar
sebagai acuan bagi guru dan tenaga pendidik untuk merancang, melaksanakan,
dan merefleksikan komunitas belajar. Panduan ini juga menjadi rujukan bagi
pemangku kepentingan lain di luar guru dan tenaga pendidik. Cakupan
penggunanya meliputi yayasan pendidikan, dinas pendidikan tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, pemerintah daerah, Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru
Penggerak (BBGP/BGP), Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/Balai
Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/BPMP), Balai Besar Pengembangan
Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV), serta mitra pembangunan.



Meskipun demikian, penerapan komunitas belajar dalam sekolah belum
sepenuhnya sesuai dengan panduan. Berdasarkan survei Pusat Standar dan
Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikbudristek tentang komunitas belajar pada
tahun 2023, terungkap fakta bahwa belum semua responden satuan pendidikan
memiliki komunitas belajar di dalam sekolah. Dari total 57.595 responden, 26,4%
sekolah belum mempunyai komunitas belajar dalam sekolah. Data ini
menunjukkan banyak satuan pendidikan di Indonesia belum memiliki komunitas
belajar, meskipun hal ini telah diatur dalam kebijakan resmi.

Kendala implementasi komunitas belajar juga dialami oleh di Provinsi DKI
Jakarta. DKI Jakarta memiliki dukungan sumber daya yang relatif besar, namun
kendala implementasi tetap muncul. Kondisi ini menjadi titik masuk pertanyaan
tentang faktor penghambat implementasi Kombel di wilayah dengan dukungan
sumber daya yang relatif memadai.

DKI Jakarta mempunyai alokasi dana pendidikan yang relatif. Berdasarkan
data Neraca Pendidikan Daerah Provinsi DKl Jakarta tahun 2020, anggaran
pendidikan DKI Jakarta tercatat sebesar 79.610,44 Miliar. Angka ini menunjukkan
kapasitas fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain
seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Kemendikbudristek, 2021). Pola serupa berlanjut di tahun 2024. APBD DKI
Jakarta tahun 2024 mencapai Rp72,6 Triliun, dengan Program Urusan Pendidikan
dialokasikan sebesar Rp13,43 Triliun atau 18,5% dari total APBD. Selain itu,
daerah ini juga menerima Transfer Daerah Pendidikan sebesar Rp3,22 Triliun
(Kemendikdasmen, 2024). Besarnya anggaran ini seharusnya memberikan ruang
yang luas untuk mengimplementasikan berbagai program peningkatan mutu
pendidikan, termasuk optimalisasi komunitas belajar.Kualifikasi pendidikan guru di
DKI Jakarta juga relatif tinggi. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah DKI 2024,
persentase guru SD, SMP, SMA, dan SMK dengan kualifikasi minimal D4/S1 lebih
dari 90% (Kemendikdasmen, 2024).

Dukungan anggaran, kualifikasi guru, dan penghasilan tersebut tidak
menjamin implementasi berjalan tanpa hambatan. Komunitas belajar di DKI
Jakarta tetap menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya. Survei PSKP 2023

mengidentifikasi lima permasalahan, sebagaimana diuraikan berikut.



Permasalahan pertama adalah belum semua satuan pendidikan memiliki
komunitas belajar. Berdasarkan hasil survei PSKP tahun 2023, dari total 2.556
responden kepala satuan pendidikan di DKI Jakarta, 25,5% satuan pendidikan
belum mempunyai komunitas belajar. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari
seperempat satuan pendidikan di DKI Jakarta belum memenuhi kewajiban regulasi
untuk memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Jenjang pendidikan yang
mempunyai persentase tertinggi tidak memilik komunitas belajar dalam sekolah
adalah SMK, vyaitu 35,7%, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1.2.
Persentase ini menunjukkan bahwa SMK mengalami kendala paling besar dalam
pembentukan komunitas belajar dibandingkan jenjang pendidikan lain di provinsi
yang sama.

Jenjang SMK menghadapi kompleksitas implementasi komunitas belajar
dalam sekolah yang berbeda dari jenjang lain. SMK memiliki dua kelompok guru
yang berbeda karakter, yaitu guru mata pelajaran umum dan guru mata pelajaran
kejuruan dengan beragam bidang keahlian. Keragaman bidang keahlian membuat
pengelompokan komunitas belajar berbasis mata pelajaran menjadi tantangan
tersendiri. Karakteristik ini berbeda dari SD, SMP, dan SMA umum yang struktur

mata pelajarannya lebih homogen.
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Apakah Satuan Pendidikan Memiliki Komunitas Belajar dalam Sekolah Berdasarkan
Jenjang di Provinsi DKI Jakarta

PAUD (n=454) 33.9% 66.1%
5D (n=900) 20.0% 80.0%
SKB/PKBM (n=3) 33.3% 66.7%
SLB (n=51) 31.4% 68.6%
SMA (n=317) 24.3% 75.7%
SMK (n=224) 35.7% 64.3%
SMP (n=607) 23.9% 76.1%
Total (n=2556) 25.5% 74.5%
0% 25% 50% 75% 100%

B Belumada [ Sudahada

Gambar 1.2 Keberadaan Komunitas Belajar dalam Sekolah
Sumber: Survei PSKP tentang Komunitas Belajar tahun 2023

(Kemendikbudristek, 2023b)

Permasalahan kedua adalah terkait dengan model pengelompokan
komunitas belajar di satuan pendidikan. Dari satuan pendidikan yang telah
memiliki komunitas belajar, sebesar 78,4% melaksanakannya tidak berbasis mata
pelajaran, fase, atau kelas. Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar
merekomendasikan pengelompokan berbasis mata pelajaran, kelas, atau lintas
mata pelajaran/kelas (fase). Mayoritas komunitas belajar di DKI tidak mengikuti
prinsip pengelompokan ini.

Prinsip pengelompokan berbasis mata pelajaran, fase, atau kelas memiliki
rasionalitas pedagogis yang kuat. Pengelompokan berbasis mata pelajaran
memungkinkan guru untuk mendiskusikan strategi pembelajaran, materi ajar, dan
tantangan spesifik yang terkait dengan disiplin ilmu tertentu. Pengelompokan
berbasis kelas atau fase memfasilitasi diskusi tentang karakteristik perkembangan
siswa pada tahap tertentu dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan
tingkat kognitif mereka. Sementara pengelompokan lintas mata pelajaran atau

kelas mendorong kolaborasi interdisipliner dan pengembangan pembelajaran
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tematik atau berbasis proyek. Tingginya persentase satuan pendidikan yang tidak
menerapkan pengelompokan sesuai panduan menunjukkan bahwa mungkin
terdapat ketidakpahaman tentang pentingnya struktur organisasi komunitas
belajar, atau adanya hambatan praktis dalam mengorganisasikan guru
berdasarkan kriteria-kriteria tersebut.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan struktur kepemimpinan dan
manajemen komunitas belajar. Terdapat 17% satuan pendidikan yang belum
membentuk tim kecil yang bertugas menggerakkan komunitas belajar. Kondisi ini
tidak sesuai dengan panduan optimalisasi komunitas belajar yang telah ditetapkan
oleh Kemendikbudristek. Dalam panduan tersebut ditekankan bahwa pada tahap
awal membangun komunitas belajar, diperlukan pembentukan tim yang memiliki
tanggung jawab khusus untuk menggerakkan dan memfasilitasi berjalannya
komunitas belajar. Tim penggerak ini memiliki peran strategis sebagai katalisator
yang menginisiasi kegiatan, memfasilitasi diskusi, mengkoordinasikan jadwal
pertemuan, dan memastikan bahwa kegiatan komunitas belajar berjalan secara
terstruktur dan berkelanjutan.

Ketiadaan tim penggerak pada sebagian satuan pendidikan dapat menjadi
salah satu faktor yang menjelaskan mengapa implementasi komunitas belajar
tidak berjalan optimal. Tanpa adanya tim yang secara khusus bertanggung jawab
untuk mengorganisir dan mendorong kegiatan komunitas belajar, inisiatif
kolaborasi antarguru cenderung bersifat sporadis, tidak terstruktur, dan rentan
kehilangan momentum. Tim penggerak berfungsi sebagai motor penggerak yang
memastikan bahwa komunitas belajar tidak hanya terbentuk secara formal, tetapi
juga berfungsi secara substantif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Permasalahan keempat adalah tingkat partisipasi guru dalam kegiatan
komunitas belajar. Pada satuan pendidikan yang telah memiliki komunitas belajar,
26,3% guru yang tidak terlibat sama sekali atau hanya kadang-kadang terlibat
dalam kegiatan komunitas belajar. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari
seperempat guru belum merasakan manfaat atau belum memiliki komitmen penuh
terhadap kegiatan komunitas belajar di sekolah mereka.Persentase ketidako
ptimalan partisipasi guru tertinggi terdapat jenjang SMK, yakni mencapai 35,3%,

sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1.3. Sebagaimana persentase ketiadaan
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Kombel, persentase ketidakoptimalan partisipasi guru SMK juga paling tinggi

dibandingkan jenjang pendidikan lain di DKI Jakarta.

Keterlibatan pada Aktivitas Komunitas Belajar dalam Sekolah Berdasarkan Jenjang di
Provinsi DKI Jakarta

PAUD (n=325) 1175 %} 42.2%
SD (n=765) 38.4%
SKB/PKBM (n=2) 50.0%
SLB (n=41) 51.2%
SMA (n=253) 45.5%
SMK (n=170) 6 26.5%
SMP (n=474) L157,% 45.4%
Total (n=2030) { 11:1%) 40.8%
0% 25% 50% 75% 100%

B Tidakterlibat [ Ya, kadang-kadang terlibat dalam diskusi/kegiatan kombel
. Ya, selalu terlibat dalam diskusi/kegiatan kombel . Ya, sering terlibat dalam diskusi/kegiatan kombel

Gambar 1.3. Keterlibatan guru dalam Komunitas Belajar dalam Sekolah
Sumber: Survei PSKP tahun 2023 (Kemendikbudristek, 2023b)

Rendahnya partisipasi guru dalam komunitas belajar merupakan masalah
serius karena bertentangan dengan prinsip dasar Professional Learning
Community yang menekankan pada kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jika
lebih dari seperempat guru tidak terlibat secara konsisten, maka tujuan komunitas
belajar untuk meminimalisir ketimpangan kompetensi antarguru dan memastikan
kualitas pembelajaran yang merata bagi siswa menjadi sulit tercapai.

Permasalahan kelima adalah terkait rutinitas dan frekuensi pelaksanaan
komunitas belajar. 58,8% satuan pendidikan yang sudah memiliki komunitas
belajar memiliki rutinitas belum sesuai dengan panduan optimalisasi komunitas
belajar yaitu pertemuan satu kali dalam seminggu (Kemendikbudristek, 2023).
Data ini menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan, meskipun telah

memiliki komunitas belajar, belum melaksanakan kegiatan dengan intensitas yang
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cukup untuk memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas
pembelajaran.

Kelima permasalahan tersebut menunjukkan gap antara ekspektasi
regulasi dan realitas implementasi Kombel di DKI Jakarta. Apa yang diharapkan
regulasi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Gap ini perlu diatasi agar
Kombel dapat ikut meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pemahaman atas faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi
komunitas belajar membutuhkan pendekatan penelitian yang mampu
mengeksplorasi konteks dan dinamika implementasi di tingkat satuan pendidikan.
Di dalam penelitian ini, peneliti memilih dua sekolah di DKI Jakarta sebagai lokus
penelitian untuk dilakukan kajian komparatif. Metode penelitian yang digunakan
berupa perbandingan studi kasus dengan fokus pada satuan pendidikan yang
menunjukkan karakteristik implementasi yang kontras.

Sekolah yang terpilih sebagai lokus penelitian adalah SMKS Kharismawita
2 dan SMKS Al Falah. Keduanya adalah SMK swasta yang di DKI Jakarta.
Pemilihan kedua sekolah ini didasarkan pada hasil survei PSKP tahun 2023
tentang Komunitas Belajar yang menunjukkan tingkat efektivitas implementasi
yang berbeda. SMKS Kharismawita 2, berdasarkan survei PSKP tahun 2023,
merupakan sekolah yang berkategori tidak efektif dalam mengimplementasikan
komunitas belajar dalam sekolah. SMKS Al Falah termasuk dalam kategori
sekolah yang sudah efektif dalam implementasi komunitas belajar dalam sekolah.
Kontras dalam tingkat efektivitas implementasi antara kedua sekolah ini menjadi
dasar pemilihan keduanya sebagai kasus pembanding. SMKS Kharismawita 2,
berdasarkan observasi awal peneliti dan kriteria efektivitas Kombel dari Panduan
Optimalisasi (Kemendikbudristek, 2023), merupakan sekolah yang belum
membentuk Kombel formal sesuai panduan. SMKS Al Falah merupakan sekolah
yang sudah aktif mengimplementasikan Kombel. Kontras dalam pelaksanaan
Kombel antara kedua sekolah ini menjadi dasar pemilihan keduanya sebagai
kasus pembanding.

Pemilihan kedua sekolah dengan karakteristik implementasi yang berbeda
ini memiliki tujuan strategis untuk menemukan faktor-faktor utama yang
memengaruhi kinerja komunitas belajar. Dengan membandingkan sekolah yang

efektif dan tidak efektif dalam mengimplementasikan komunitas belajar, peneliti
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dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, hambatan-hambatan utama, serta
kondisi-kondisi yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi.
Pendekatan komparatif ini memungkinkan peneliti untuk mengekstraksi
pembelajaran penting tentang faktor-faktor yang membedakan implementasi
komunitas belajar yang efektif dari yang tidak efektif, yang pada gilirannya dapat
memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik.
Penelitian ini memilih jenjang SMK sebagai lokus berdasar hasil survei
PSKP. Survei tersebut menunjukkan SMK menghadapi tantangan terbesar dalam
implementasi komunitas belajar dibanding jenjang lain. Tantangan itu muncul pada
dua sisi, yaitu keberadaan komunitas belajar dan tingkat partisipasi guru. Uraian
di atas mengarah pada sejumlah masalah penelitian. Masalah tersebut menjadi
fokus penelitian. Penelitian bertujuan menemukan solusi untuk mengoptimalkan

implementasi komunitas belajar di satuan pendidikan.

B. Identifikasi Masalah
Lima permasalahan implementasi Komunitas Belajar di SMK DKI Jakarta
berdasar data Survei PSKP 2023 (Kemendikbudristek, 2023c) dengan 2.556

responden kepala satuan pendidikan.

1. Belum semua sekolah punya komunitas belajar. Jenjang SMK mencatat
persentase tertinggi yang belum membentuk, yaitu 35,7%.

2. Pelaksanaan tidak sesuai panduan. Dari sekolah yang sudah punya
komunitas belajar, 78,4% melaksanakannya tanpa basis mata pelajaran, fase,
atau kelas. Ini tidak sesuai panduan optimalisasi.

3.  Struktur organisasi belum lengkap. Sebanyak 17% sekolah belum membentuk
tim penggerak komunitas belajar. Kondisi ini juga tidak sejalan dengan
panduan optimalisasi.

4. Partisipasi guru belum optimal.Sebanyak 26,3% guru tidak terlibat aktif. Angka
ini lebih tinggi di jenjang SMK DKI Jakarta, mencapai 35,3%.

5. Frekuensi pelaksanaan belum memenuhi standar. Rutinitas kegiatan belum
mencapai standar minimal panduan optimalisasi, yaitu minimal satu kali

seminggu.
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C. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini

merumuskan dua pertanyaan penelitian.

1. Apa faktor yang memengaruhi implementasi Komunitas Belajar dalam
sekolah di SMKS Kharismawita 2 dan SMKS Al Falah?
2. Bagaimana strategi mengatasi kendala implementasi Komunitas

Belajar di SMK swasta DKI Jakarta berdasarkan studi komparatif pada
SMKS Kharismawita 2 dan SMKS Al Falah?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan, penelitian ini menetapkan dua

tujuan.

1. Menganalisis faktor yang memengaruhi implementasi Komunitas
Belajar di SMKS Kharismawita 2 dan SMKS Al Falah dengan kerangka
Van Meter dan Van Horn (1975).

2. Merumuskan strategi implementasi Komunitas Belajar yang dapat
diterapkan pada SMK swasta di DKI Jakarta berdasarkan temuan
empirik komparatif kedua sekolah lokus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kategori manfaat yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Dari sisi manfaat
akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terkait
proses implementasi kebijakan komunitas belajar dalam sekolah serta
mengidentifikasi  faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan tersebut. Dari sisi manfaat praktis, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dituangkan dalam
bentuk model untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi Komunitas

Belajar dalam sekolah.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Penelitian ini menelaah faktor penyebab permasalahan implementasi

Komunitas Belajar di SMK swasta DKI Jakarta. Analisis memakai enam variabel
implementasi Van Meter dan Van Horn (1975). Permasalahan di kedua sekolah
berasal dari kegagalan sistem pusat menyediakan kapasitas struktural yang
memadai, bukan dari disposisi negatif pelaksana. Simpulan per variabel diuraikan
berikut ini.

Pada variabel standar dan tujuan kebijakan, ambiguitas tidak terjadi pada
rumusan standar ideal. Alokasi minimal satu jam belajar per minggu tertulis jelas
dalam Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar (Kemendikbudristek, 2023).
Ambiguitas muncul pada artikulasi hubungan antara Kombel dan Implementasi
Kurikulum Merdeka. Pergeseran tujuan dari pendukung IKM ke wadah
Professional Learning Community tidak tertangkap utuh oleh evaluator, dinas,
maupun sebagian sekolah. Kegagalan transmisi ini bukan kegagalan komunikasi
teknis. Penyebabnya adalah strategi komunikasi pusat yang memakai framing
aditif, yang menyamarkan perubahan konseptual yang diperkenalkan.

Pada variabel sumber daya, defisit bersifat sistemik dan terdistribusi di
empat dimensi. Di tingkat UPT, BPMP DKI tidak memiliki data pelaksanaan
Kombel per sekolah, dan saat itu DKI tidak memiliki Balai Guru Penggerak sendiri.
Di tingkat dinas, rasio pengawas SMK berada di angka tiga pengawas untuk 554
SMK. Di tingkat sekolah, SMK swasta kecil menghadapi keterbatasan satu guru
per mata pelajaran dan pola guru multi-sekolah. Di tingkat pusat, program piloting
SMK hanya tersedia di Kepulauan Riau dan Jambi, sehingga DKI tereksklusi.
Ketiadaan pendampingan sistematis untuk mengoperasionalkan opsi struktur
Kombel membuat kegagalan implementasi di SMK swasta kecil bersifat struktural,
bukan kultural.

Pada variabel komunikasi antarorganisasi, kegagalan bukan sekadar
transmisi pesan yang terdistorsi. Komunikasi memproduksi kegagalan
pemahaman secara aktif melalui tiga mekanisme. Pertama, framing aditif pusat
menyamarkan perubahan substansi kebijakan. Kedua, penempatan struktural

Kombel di bawah PIC IKM di tingkat UPT memperkuat reproduksi framing lama.
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Ketiga, ketiadaan tindak lanjut monitoring dan evaluasi yang berfungsi
menghalangi pusat dari mengoreksi kegagalan tersebut. Jalur informal seperti
grup WhatsApp menggantikan jalur formal tanpa transformasi substansi, sehingga
kualitas informasi bergantung pada diskusi yang kebetulan muncul.

Pada variabel karakteristik agen pelaksana, kepemimpinan kepala sekolah
menjadi faktor yang paling membedakan kedua sekolah. SMKS Al Falah
memadukan leading by example dengan mekanisme akuntabilitas internal berupa
komitmen kolektif tahunan dan tagih janji setiap rapat bulanan. Struktur Kombel
dibagi atas tim produktif dan tim normatif-adaptif sesuai karakteristik SMK. SMKS
Kharismawita 2 menerapkan gaya kepemimpinan kekeluargaan egaliter tanpa
mekanisme formal, jadwal rutin, atau komitmen kolektif. Instrumen evaluasi PSKP
yang hanya mengukur dukungan dan partisipasi kepala sekolah belum
menangkap dimensi leading by example yang disertai sistem akuntabilitas.
Dimensi inilah yang terbukti menentukan perbedaan outcome.

Pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, konteks eksternal bukan
faktor pasif. Kondisi ini berfungsi interaktif dan memperbesar disparitas
antarsekolah dalam kategori institusional yang sama. Kondisi ekonomi guru
swasta multi-sekolah membatasi ketersediaan waktu untuk Kombel. Status SMK
Pusat Keunggulan, orientasi yayasan, dan pemanfaatan teknologi bekerja
kumulatif menentukan ruang gerak sekolah. DKI merupakan konteks paling
menguntungkan dalam banyak dimensi, tetapi SMKS Kharismawita 2 tetap tidak
memiliki Kombel formal. Paradoks ini menunjukkan bahwa konteks yang
menguntungkan tidak otomatis menghasilkan implementasi yang berhasil.
Generalisasi kebijakan berbasis kategori institusional tidak memadai untuk
menangkap variasi konteks ini.

Pada variabel disposisi implementor, delapan informan seluruhnya
mendukung ide Kombel pada tingkat prinsip. Tidak ada satupun informan yang
menolak kebijakan ini. Variasi terjadi pada kualitas motivasi dan kapasitas
operasional, bukan pada arah disposisi. Temuan ini menggugurkan narasi bahwa
kegagalan implementasi disebabkan resistensi pelaksana. Pemetaan power-
interest Bryson (2004) menempatkan W-NS dan W-MS sebagai Players, W-SB,
W-ES, dan W-SG sebagai Context Setters, W-LS dan W-AS sebagai Subjects,

117



serta W-CK sebagai Crowd. Tidak ada aktor kunci dengan power tinggi yang
menolak kebijakan, sehingga klaim resistensi pelaksana tidak didukung data.

Keenam variabel di atas bekerja dengan peran yang berbeda. Variabel
standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan
kondisi sosial-ekonomi-politik berfungsi sebagai kondisi struktural yang
memproduksi dan memperkuat kegagalan sistemik. Variabel karakteristik agen
pelaksana dan disposisi implementor berinteraksi sebagai mediator yang
menentukan apakah kegagalan struktural dapat dikompensasi di tingkat lokal.
Interaksi kedua variabel inilah yang disebut kapasitas lokal dalam tesis ini. Faktor
pembeda utama bukan kondisi struktural yang dihadapi kedua sekolah secara
identik, melainkan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dengan mekanisme
akuntabilitas internal.

SMKS Al Falah memiliki kapasitas lokal yang memadai, sehingga mampu
mengompensasi kegagalan sistem pusat. SMKS Kharismawita 2 tidak memiliki
kapasitas tersebut, sehingga terjebak dalam kegagalan sistemik meskipun
disposisinya positif. Permasalahan di SMKS Kharismawita 2 bukan penolakan
kebijakan. Permasalahan itu adalah kombinasi keterbatasan struktural sekolah
dengan ketiadaan mekanisme kepemimpinan yang dapat mengompensasinya.
Permasalahan di SMKS Al Falah berbentuk berbeda, yaitu beban kompensasi
yang ditanggung sekolah secara mandiri tanpa dukungan struktural yang memadai

dari sistem pusat.

B. Saran

Rekomendasi kebijakan disusun dari enam strategi pada Bab IV dan urutan
prioritasnya. Prioritas memakai dua kriteria, yaitu daya ungkit terhadap hasil
implementasi dan kemandirian eksekusi. Daya ungkit dinilai dari kedekatan
strategi dengan variabel pembeda penentu, yaitu interaksi karakteristik agen
pelaksana dan disposisi implementor. Kemandirian eksekusi dinilai dari jumlah
keputusan di atas aktor pelaksana, kebutuhan sumber daya baru, dan kemauan
aktor. Rekomendasi dikelompokkan dalam tiga tingkat prioritas. Setiap

rekomendasi menyebut aktor yang berwenang menjalankannya. Urutan ini
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menetapkan titik mulai, bukan membuang sebagian strategi, karena keenam

strategi bekerja kumulatif.

1. Prioritas pertama: Kepala sekolah memimpin komunitas belajar dan
menagih komitmen guru

Prioritas tertinggi berada pada Strategi 4, yaitu kepala sekolah membangun
mekanisme akuntabilitas internal. Strategi ini berdaya ungkit terbesar karena
langsung menyasar karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor.
Strategi ini juga paling mandiri, sebab berada penuh di tangan kepala sekolah dan
tidak menuntut izin pihak lain. SMKS Al Falah menjalankannya tanpa bantuan
pusat, UPT, maupun Dinas.

Kepala sekolah mengadaptasi empat elemen model SMKS Al Falah sesuai
konteks sekolahnya. Pertama, leading by example dengan kepala sekolah sebagai
peserta aktif Kombel, bukan sekadar pemberi instruksi. Kedua, komitmen kolektif
yang disepakati di awal tahun ajaran dan ditagih pada rapat bulanan. Ketiga,
struktur tim Kombel berbasis rumpun mata pelajaran sesuai karakteristik SMK.
Keempat, partisipasi aktif kepala sekolah sebagai moderator atau peserta.
Adaptasi tidak menyalin model secara identik, melainkan mengoperasionalkan
keempat prinsip sesuai konteks.

Yayasan penyelenggara mendukung prioritas ini dengan menyediakan
ruang bagi kepemimpinan lokal. Yayasan yang memberi otonomi penuh kepada
kepala sekolah, seperti Yayasan Al Falah, memberi ruang bagi kapasitas lokal
untuk tumbuh. Yayasan yang menetapkan struktur ramping perlu menilai ulang
kompatibilitas orientasi itu dengan kebutuhan Kombel. Penilaian dilakukan melalui

dialog antara yayasan dan kepala sekolah tentang dukungan struktural minimal.

2. Prioritas kedua: Gabungkan sekolah kecil dalam klaster dan manfaatkan
budaya kolaborasi serta teknologi yang sudah ada
Prioritas berikutnya berada pada Strategi 3 dan Strategi 5. Keduanya dapat
dimulai tanpa sumber daya baru, tetapi sebagian bergantung pada kemauan Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. W-ES menempati kuadran Context Setters, yaitu
kewenangan tinggi dengan minat terhadap Kombel yang rendah. Karena itu daya

gerak kedua strategi ini terkait dengan Strategi 1.
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Strategi 3 mengoperasionalkan opsi struktur untuk SMK swasta kecil.
Disdik DKI mengoptimalkan struktur rayon yang sudah ada sebagai unit fasilitator
klaster Kombel antarsekolah. Setiap rayon memetakan SMK swasta kecil di
wilayahnya, mengelompokkannya berdasarkan rumpun mata pelajaran, dan
memfasilitasi pertemuan klaster. Model klaster menjawab keluhan tentang
ketiadaan rekan mata pelajaran untuk kolaborasi (W-CK). Sebagai langkah awal,
kepala sekolah dapat mengadopsi struktur Kombel lintas mata pelajaran dalam
Panduan Optimalisasi tanpa menunggu fasilitasi Dinas atau UPT.

Strategi 5 memanfaatkan kondisi kontekstual yang sudah tersedia di DKI.
Tiga kondisi yang dapat dipakai adalah budaya kolaborasi pasca-pandemi, struktur
komunikasi lokal Disdik berupa rayon, SEKOM, dan Sekolah Panggilan, serta
penetrasi teknologi di kalangan guru. Implementasi dibangun di atas budaya
kolaborasi yang sudah ada, bukan memperkenalkan praktik baru dari nol (W-AS).
Pemanfaatan teknologi diperluas ke koordinasi klaster antarsekolah, dokumentasi

praktik baik, dan diseminasi pembelajaran.

3. Prioritas ketiga: Perjelas komunikasi kebijakan, tambah pengawas dan
lembaga pendukung, serta perkuat peran yayasan

Prioritas struktural memuat Strategi 1, Strategi 2, dan Strategi 6. Ketiganya
tetap diperlukan, tetapi menuntut keputusan pusat atau sumber daya baru, dan
menuntut waktu lebih lama. Ketiganya dijalankan paralel pada jalur yang lebih
panjang.

Strategi 1 memperbaiki komunikasi dan framing kebijakan. Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah memisahkan Kombel dari payung Implementasi
Kurikulum Merdeka secara kelembagaan, dengan memindahkan koordinasi ke
unit pengembangan profesi guru di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan. Revisi panduan mengartikulasikan substansi Professional Learning
Community sebagai kerangka konseptual Kombel, bukan pelengkap kurikulum.
Format panduan diubah dari dokumen PDF berhalaman banyak menjadi paket
multi-format berupa infografis dan video pendek (W-ES). Kementerian juga
membangun sistem informasi manajemen Kombel yang menghubungkan data

sekolah ke pusat melalui UPT, dengan instrumen yang mengukur kualitas
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implementasi, bukan sekadar keberadaan SK Kombel. Perbaikan format
komunikasi dapat berjalan lebih cepat daripada pemisahan kelembagaan.

Strategi 2 mengatasi defisit sumber daya. Disdik DKI mengusulkan
penambahan formasi pengawas SMK ke Kementerian, sebab rasio satu pengawas
untuk seratus delapan puluh lima SMK tidak memungkinkan pendampingan
substantif. Sambil menunggu, Disdik DKI meredesain peran pengawas dengan
menstratifikasi sekolah menurut kebutuhan pendampingan, sehingga sekolah
tanpa Kombel formal seperti SMKS Kharismawita 2 mendapat pendampingan
paling intensif. UPT pusat menyelesaikan anomali ketiadaan Balai Guru
Penggerak di DKI, sebagaimana diusulkan informan, baik dengan membentuk
balai sendiri maupun memperkuat mandat BPMP DKI (W-SB). Pembentukan
BGTK DKI Jakarta pada April 2025 menjawab sebagian usulan ini. Langkah
lanjutan yang diperlukan adalah memperjelas mandat pendampingan Kombel
SMK pada BGTK DKI Jakarta dan koordinasinya dengan BPMP DKI. BPMP DKI
membangun basis data pelaksanaan Kombel per sekolah yang saat ini tidak
dimiliki, melalui koordinasi dengan Disdik dan kerja sama dengan BBPPMPV.
Kementerian memasukkan DKI sebagai wilayah piloting baru dengan fokus klaster
SMK swasta kecil.

Strategi 6 memperkuat peran yayasan. Kementerian dan asosiasi yayasan
pendidikan membuka dialog kebijakan untuk membangun pemahaman bersama
tentang Kombel sebagai instrumen pengembangan profesi guru. Dialog dilengkapi
panduan bagi yayasan tentang dukungan struktural minimal agar Kombel berjalan

di sekolah swasta.
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